
 
 

 
 

BUPATI BERAU 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI BERAU 

NOMOR : 08 TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BERAU, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7     

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Berau, maka perlu diatur susunan 

organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan 
Kabupaten Berau; 

b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati Berau. 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)  Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah  diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau 
Tahun 2016 Nomor 7). 
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MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau. 

3. Bupati adalah Bupati Berau. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Berau. 

5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk di 
lingkungan Kabupaten Berau, bersifat kewilayahan untuk 
melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan 

tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. 

6. Camat adalah kepala kecamatan di lingkungan Kabupaten 

Berau. 

7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk 

membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. 

8. Lurah adalah kepala kelurahan dalam wilayah kecamatan di 
lingkungan Kabupaten Berau. 

9. Satuan organisasi adalah sekretariat, sub bagian, seksi dan 
kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan dan 

Kelurahan. 

 

 
 

BAB II 

 
KEDUDUKAN,  TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

 
Pasal 2 

 

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan, dipimpin oleh 
Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui sekretaris Daerah. 
 

Pasal 3 

 
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan  
pemerintahan.  
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Pasal 4 

 
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada pasal 3 dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik 
yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan 
masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan dan ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati, berpedoman pada peraturan pemerintah. 
 

Pasal 5 
 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: 

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan 

oleh Bupati kepada Camat; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung 

dan/atau kelurahan; 

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat 

Daerah yang ada di Kecamatan;  

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

 
Pasal 6 

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 dan Pasal 5, Camat menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan; 

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati; 

e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 

tingkat kecamatan; 

g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan 
kelurahan; 
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h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan 
pemerintahan kampung dan kelurahan; 

i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 7 
 

Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk 
membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat,  
berkedudukan di wilayah kecamatan serta dipimpin oleh  Lurah 

yang berada  
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. 

 
 

Pasal 8 
 

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas 

pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.  
 

 
Pasal 9 

 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Lurah menyelenggarakan tugas membantu Camat dalam: 

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

b. melakukan pemberdayaan masyarakat; 

c. melaksanakan pelayanan masyarakat; 

d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; 

e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; 

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuanperaturan 

perundang-undangan. 
 

 
Pasal 10 

 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8,  Kelurahan mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan; 

b. pemberdayaan Masyarakat; 

c. pelayanan Masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  

g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; 
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h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

 
BAB III 

 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 11 
 

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 

a. Camat 

b. Sekretariat , terdiri dari: 

1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset; 
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Seksi Pemerintahan; 

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

f. Seksi Kesejahteraan Sosial; 

g. Seksi Pelayanan Umum; 

h.  Kelurahan; 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I  Peraturan Bupati  ini. 
 

Pasal 12 

 
(1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 

h mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari : 

a. Lurah; 

b. Sekretariat; 

c. Seksi Pemerintahan,Ketentraman dan Ketertiban; 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 

f. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(2) Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB IV 
 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN 
 

Pasal 13 
 

Camat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut 

dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 di atas. 
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Pasal 14 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam 
Pasal 13, Camat mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana 
anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan rencana 

strategik kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 

b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam 
perencanaan pembangunan di kampung/kelurahan dan 
kecamatan; 

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan 
unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai 

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakatdi eilayah 
kerja kecamatan; 

d. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit 
kerja pemerinta maupun swasta; 

e. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara RI dan atau TNI 
mengenai program dan kegiatan  penyelenggaraan ketenteraman 

dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; 

f. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di 

wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan 
ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; 

g. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan 
perundang-undangan; 

h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan 

perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara RI; 

i. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 
dan atau instansi vertikal yang tugas dan fingsinya di bidang 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; 

j. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

k. melakukan  koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan 

satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikaldi bidang 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi 

pemerintahan kampung dan atau kelurahan; 

m. memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi 

pelasksanaan administrasi kampung dan atau kelurahan; 

n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala 

kampung dan  atau lurah; 

o. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat 
kampung dan/atau kelurahan; 
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p. melakukan percepatan pencapaian SPM (standar pelayanan 

Minimal) di wilayah kecamatan; 

q.  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 

r. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun 
sesuai rencana strategik dan program kerja kecamatan; 

s. melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan 
program kerja kecamatan; 

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

 
Pasal 15 

 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf 
b mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok 

dan fungsi Kecamatan di bidang pengelolaan kesekretariatan 
yang meliputi administrasi  penyusunan program, administrasi 

umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan 
untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Kecamatan 
dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan 

organisasi Kecamatan; 
 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Sekretaris; 

 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Sekretaris membawahkan: 

a. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 
(4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing 

dipimpin oleh seorang kepala sub bagian. 
 

 

Pasal 16 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (1), Sekretaris  mempunyai rincian tugas: 

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan 

tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala  Sub 
Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Sekretariat  melalui informasi dan 



 
- 8 - 

 
 

sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup 

Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar 
dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern 
Kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan 

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di 
lingkungan Kecamatan guna tertib administrasi; 

h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya 

pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, 
inventaris, humas dan protokol serta urusan umum; 

i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan 
laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 

dokumen pelayanan publik Kecamatan agar penyusunan 
dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 

dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan  Sekretariat 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 
pemecahan masalah; 

l. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan 
tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 

m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 
bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan. 
 

 
Pasal 17 
 

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai 
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi 

Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan 
program pembangunan di Kecamatan, mengidetifikasi 

permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor 
kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan 

penatausahaan  keuangan dan aset Kecamatan. 
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Pasal 18 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset 
mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, 

Keuangan dan Aset  berdasarkan Renstra, data dan informasi 
yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan 
dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 
pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset 

dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan 
yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, 

Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub 
Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan 
pekerjaan; 

f. mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan 
data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai 

bahan penyusunan program Kecamatan; 

g. mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai 

bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan 
masing-masing unit kerja; 

h. mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat 

dicapai dalam perencanaan program  sesuai dengan kebijakan  
strategis jangka pendek, menengah dan panjang; 

i. menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan 
anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan 

pengambilan keputusan; 

j. memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan 
serta rencana strategis dinas  agar penyusunan program kerja 

berjalan dengan baik dan tepat waktu; 

k. menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan 

laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta 
dokumen pelayanan publik Kecamatan  dengan membimbing dan 

mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut 
selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

l. menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan 
penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk 

dijadikan sebagai rencana kerja; 
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m. meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan 

pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti 
penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan 

dalam pengelolaan keuangan Kecamatan; 

n. mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan 
membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan 

anggaran lingkup Kecamatan; 

o. mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan 

pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi 
keuangan Kecamatan; 

p. membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan 
pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan 
anggaran di lingkungan Kecamatan. 

q. menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian 
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

r. membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan 

administrasi barang sesuai  dengan ketentuan yang berlaku; 

s. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan 
perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan 

organisasi  di lingkungan Kecamatan  untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

t. mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan 
lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Kecamatan  

agar  penggunaannya efektif dan efisien; 

u. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 

dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

v. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian 

Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana 
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program 

dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

w. melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, 
Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai 

bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

x. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan. 
 

Pasal 19 
 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang 
meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah 

tangga dan ketatausahaan Kecamatan. 
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Pasal 20 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  mempunyai rincian 
tugas: 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat 
selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 
pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 
berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan 

agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib; 

g. mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi surat-

menyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai 
dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran; 

h. mengontrol proses administrasi perjalan dinas pegawai di 
lingkungan Kecamatan  guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

i. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan 
rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, 

konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga 
kegiatan bejalan sesuai dengan yang diharapkan; 

j. mengatur pengelolaan adminstrasi kepegawaian yang meliputi 
penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, 
gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, 

cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 
kepegawaian; 

k. memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan 
pegawai menurut ketentuan yang berlaku;  

l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 
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mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang 

dihadapi, serta pemecahan masalah; 

n. melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 
petunjuk atasan. 

 

Pasal 21 
 

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemerintahan yang 

meliputi pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemerintahan 
umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung 
dan kelurahan. 

(2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin 
oleh Seorang Kepala Seksi 

 
Pasal 22 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan  mempunyai rincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan 
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan 
baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik 

dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan melalui 
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar 

dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan 
perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara 

meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala 
kampung/lurah; 
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g. mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi 

pembinaan pemerintahan dan keagrariaan; 

h. melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian 

administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang 
diajukan pemohon; 

i. menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka 

penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

j. memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam 
pelaksanaankegiatan pemilu di wilayah Kecamatan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

k. mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala 
berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah; 

l. memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/kelurahan; 

m. memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung 

(BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

n. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 
kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 

dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan 

berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat 
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta 
pemecahan masalah; 

q. melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan 
pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 
petunjuk atasan. 

 
Pasal 23 

 
(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang 

ketenteraman dan ketertiban  yang meliputi pelaksanaan koordinasi 
penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, 

penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, 
pembinaan ideologi serta pembinaan Polisi Pamong Praja. 

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi 
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Pasal 24 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban  mempunyai 
rincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat 
selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 
pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat 

dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang 
berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 
Ketenteraman dan Ketertiban dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap 

bencana yang terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan 
Polisi Pamong Praja dan Regu Linmas Kecamatan; 

g. mengontrol proses menerima, mencatat, mempelajari surat 
pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan 

untuk mendapat tanggapan serta penyelesaian; 

h. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait  dengan 
mengadakan rapat insidentil berdasarkan pengaduan, laporan 

masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai 
proporsinya; 

i. merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam 
dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil 

mungkin; 

j. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan di 
lingkungan Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat 

jadwal piket; 

k. mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat 

terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustical 
bersama instansi terkait; 

l. mengontrol pelaksanaan penegakan produk hukum daerah 
melalui operasi yustisi bekersa sama dengan instansi terkait; 

m. merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta 

monitoring kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan 
masyarakat. 
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n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman 
dan Ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang 

dihadapi, serta pemecahan masalah; 

p. melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 
petunjuk atasan. 

 
Pasal 25 

 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok 
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang 

pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan, koordinasi 
dan fasilitasi pembangunan dan perekonomian, mengadakan 

pembinaan masyarkat dalamrangka meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan dan membuat laporan 
pembangunan di wilayah Kecamatan. 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi 

 
 

Pasal 26 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25 ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  mempunyai 
rincian tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 

peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan 
tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat 

selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan 
dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 
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e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan 
perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah Kecamatan 

dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing 
Kepala Kampung/Lurah; 

g. membimbing pengumpulan/pengolahan dan evaluasi data di 
bidang pemberdayaan masyarkat sebagai bahan penyusunan 

program kerja Kecamatan 

h. mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, 
industri rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya 

dalam rangka meningkatakan kehidupan perekonomian 
masyarakat; 

i. mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan 
perekonomian dan pelasksanaan pembangunan di wilayah 

Kecamatan; 

j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan 
memelihara sarana prasarana di lingkungan; 

k. membimbing pelaksanaan fasilitasi temu karya tingkat kampung 
dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat 

Kecamatan; 

l. mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan 

hasil forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan 
bersama petugas teknisnya; 

m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan; 

n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang 

dihadapi, serta pemecahan masalah; 

p. melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 
petunjuk atasan. 

 
 

Pasal 27 

 
(1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pelayanan umum 
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dan kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan 

fasilitasi kegiatan pembinaan di bidang sosial, agama, kesehatan 
masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan. 
(2) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi 

 
 

Pasal 28 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial  mempunyai rincian 
tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan 
Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang 

berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat selesai 
dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 
pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan 

baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial melalui 
informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

g. melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara 

langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

h. membimbing Monitoring pendistribusian bantuan Raskin ke 

kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui 
kebenaran laporan data yang mauk dari kampung/kelurahan; 

i. mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang 

agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, 
keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; 

j. mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pemantauan  pemberian 
bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah 

Kecamatan baik dana berasal dari pemerintah maupun dari 
swasta; 

a. membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial; 



 
- 18 - 

 
 

k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan 
Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, 

serta pemecahan masalah; 

m. melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan 

hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 
petunjuk atasan. 

 
 

Pasal 29 

 
(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pendidikan dan 
kebudayaan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, 

pembinaan, pengawasan terhadap kurikulum pendidikan serta 
pembinaan kebudayaan. 

(2) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi 

 

 
Pasal 30 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Umum  mempunyai rincian 

tugas: 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umumberdasarkan 

Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang 
berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dapat selesai dengan 

baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan 
baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umummelalui 

informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan kerja; 
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e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pelayanan Umumdengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

g. mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

h. membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang 

pelayanan umum; 

i. mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang 
pelayanan umum; 

j. menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada 
masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

k. melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara 

langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

l. mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di 
kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

m. membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum; 

n. mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan 
terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah 

ditentukan; 

o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 

dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan 

Umumberdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui 
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, 

serta pemecahan masalah; 

q. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umumberdasarkan hasil 
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan. 
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BAB V 

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN 
 

Pasal 31 
 

Lurah mempunyai tugas pokok sebagaimana  tersebut dalam Pasal 

8, Pasal 9 Dan Pasal 10. 
 

Pasal 32 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 31, Lurah mempunyai rincian tugas : 

a. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan 

yang menjadi tanggung jawab Kelurahan; 

b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam 

melaksanakan pekerjaan; 

c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Kelurahan dapat selesai dengan baik dan 
tepat waktu. 

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Kelurahan   melalui informasi dan 
sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan kerja. 

e. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta 
mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 

f. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Kelurahan   

berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui 
tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang 
program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja  

g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 

h. membina pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; 

i. mengarahkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; 

j. mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan 
fasilitas pelayanan umum; 

l. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan lembaga 
kemasyarakatan; 

m. membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan;  

n. membina kelompok jabatan fungsional; 

o. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan 
organisasi agar pelaksanaan tugas Kelurahan  dapat terlaksana 
sesuai dengan yang diharapkan. 

p. memberi saran dan pertimbangan kepada Camat tentang 
langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya 
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baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan 

Camat dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; 

q. menyampaikan laporan kepada Camat berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan. 
 

Pasal 33 
 
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan 

sebagian tugas Kelurahan di bidang penyelenggaraan 

ketatausahaan dan rumah tangga yang meliputi administrasi  

penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung 

kelancaran tugas dan kegiatan Kelurahan dengan memberikan 

pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Kelurahan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh 

Seorang Sekretaris 

 
 

Pasal 34 

 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33 ayat (1)  , Sekretaris mempunyai rincian tugas: 

a. merencanakan kegiatan pada Sekretariat dalam hal penyusunan 

program, adminitrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan 
keuangan sebagai pedoman kerja; 

b. mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, 
kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan 

pedoman melaksanakan tugas; 

c. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di 

lingkup sekretariat supaya tercapai kinerja yang baik pada 
bawahan; 

d. membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk 

terlaksananya peningkatan kinerja bawahan; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program 

Sekretariat dengan semua seksi supaya didapat program kerja 
yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua 

keperluan dan kegiatan Kelurahan; 

f. menyelenggarakan administrasi umum Kelurahan berupa 
pengaturan surat-menyurat, penyusunan peranturan-peraturan 

dan ketatausahaan lainnya agar terpenuhi tertib adminstrasi; 

g. menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian 

serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang arsip dan 
dokumentasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya; 

h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik 
negara/pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan; 
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i. menyelenggarakan administrasi keuangan Kelurahan untuk 

dicapainya tertib admnistrasi keuangan dan pemakaian 
keuangan negara yang efektif dan efisien; 

j. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan  tentang 
langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; 

k. membuat laporan kegiatan Sekretariat dan laporan kegiatan 

Kelurahan baik bulanan maupun tahunan secara periodik 
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk 
atasan. 

 
Pasal 35 

 

(1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai 

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lurah di 

bidang pemerintahan yang meliputi pelaksanaan dan pelayanan 

administrasi pemerintahan umum dan pembinaan masyarakat. 

(2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi 

 
 

Pasal 36 
 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
tersebut dalam Pasal 35 ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketertiban berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada 

serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 
melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertibandapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 

pekerjaan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketertibandapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 

peraturan yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 
pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 

berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman 
dan Ketertibanmelalui informasi dan sumber data yang ada 

untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertibandengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 
digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing penyiapan pedoman pelaksanaan pembinaan di 
bidang ketentraman dan ketertiban serta kerukunan warga dan 

kesatuan bangsa;  
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g. merencanakan pembinaan ketertiban masyarakat terhadap 

produk hukum daerah yang bersifat non yuridis bersama 
instansi terkait; 

h. melakukan koordinasi baik intern, satuan kerja maupun dengan 
instansi terkait dalam rangka  sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

i. mengontrol pelaksanaan pelayanan administrasi kepada 

masyarakat di bidang kependudukan (Keterangan Domisili, 
Kelahiran, Kematian, datang dan pindah dari/ke luar wilayah) 

dan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian 

administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data 
yang di ajukan pemohon; 

k. membimbing pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan 

pertanahan sipil guna terciptanya perlindungan terhadap 
masyarakat; 

l. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengawasan di 
lingkungan Kantor Lurah; 

m. membimbing penyiapan bahan pemecahan masalah dalam 
rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil 
peninjauan lokasi dan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku; 

n. mengontrol fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum dan 

pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

o. memantau situasi wilayah Kelurahan setiap saat dalam rangka 

gangguan ancaman masyarakat Kelurahan; 

p. mengontrol pembuatan laporan kependudukan secara berkala 
berdasarkan buku register kependudukan yang dicatat oleh 

pemroses Administrasi Pemerintahan; 

q. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertibanberdasarkan rencana dan 
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 

permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

s. melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan 

Ketertibanberdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 
informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 
petunjuk atasan. 

 
Pasal 37 

 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian ugas pokok dan fungsi Lurah di bidang 
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pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan dan 

pelayanan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan gotong royong. 

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi 

 

 
Pasal 38 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam 

Pasal 37 ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta 
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan 

tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 
bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat 
selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan 

dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
melalui informasi dan sumber data yang ada untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 

e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. membimbing pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data 
bibidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan 

program kerja Kelurahan; 

g. mengontrol pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka 

meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat guna 
meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; 

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta 
menjaga dan memelihara kerjasama dan sarana fisik 
dilingkungan Kelurahan; 

i. membimbing pelaksanaan fasilitasi Musyawarah Pembangunan 
Tingkat Kelurahan dengan melibatkan LPM, Tokoh Masyarakat, 

Agama, dan Pemuda dalam rangka menyusun program 
pembangunan di wilayah Kelurahan; 

j. membimbing penyusunan daftar usulan kegiatan pembangunan 
berdasarkan hasil musyawarah pembangunan sebagai bahan 
usulan program pembangunan Kelurahan; 

k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan – kegiatan pembangunan di wilayah 

Kelurahan; 



 
- 25 - 

 
 

l. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 

pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 
dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk 
mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang 

dihadapi, serta pemecahan masalah; 

n. melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

o. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 

bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 
lanjut; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 
petunjuk atasan. 

 
Pasal 39 

 

(1) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian pokok dan fungsi Lurah di bidang 

pelayanan umum dan kesejahteraan sosial yang meliputi 
pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembinaan di bidang agama, 

kebudayaan, kesehatan masyarakat, olah raga dan generasi 
muda. 

(2) Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi 
 

 
Pasal 40 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 39 ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan 

Sosial mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum dan 

Kesejahteraan Sosial berdasarkan Renstra, data dan informasi 
yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam 

melaksanakan tugas; 

b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai 
dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada 

bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan 
Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu; 

c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada  bawahan agar 
pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial 

dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan 
yang berlaku;  

d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang 
berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum dan 

Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang 
ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja; 
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e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi 

Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman 
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan; 

f. melakukan koordinasi baik intern satuan kerja maupun dengan 
instansi terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

g. membimbing pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data 
bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial sebagai bahan 

penyusunan rencana dan program serta laporan kegiatan Seksi 
Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; 

h. mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

i. mengontrol pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang 

Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; 

j. mengontrol pengelolaan Pengaduan Masyarakat di bidang 

Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; 

k. melaksanakan peninjauan lokasi atas permohonan rekomendasi, 

HO, SITU, keterangan usaha untuk memastikan kebenaran data 
yang diajukan pemohon dalam rangka pembuatan rekomendasi; 

l. membimbing pelaksanaan proses penyelesaian administrasi 

bantuan kepada masyarakat serta mengatur dan mengawasi 
pendistribusiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m. membimbing fasilitasi pelaksanaan pembinaan kerukunan 
kehidupan umat beragama, kepemudaan, keolahragaan, 

pemberdayaan, perempuan, Keluarga berencana serta 
pembinaan kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan 
keluarga; 

n. membimbing fasilitasi program pendidikan dan peningkatan 
pengetahuan mayarakat yang bekerjasama dengan lintas 

sektoral; 

o. mengontrol pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan 

terhadap korban bencana; 

p. membina dan memfasiliatsi kegiatan pengumpulan zakat, infaq 
dan sadaqah serta pemungutan dana Palang Merah Indonesia; 

q. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan 
pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja 

dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian; 

r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Umum 

dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya 
untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan 
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah; 

s. melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan 
Sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan 

informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

t. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang 

langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan 
bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai 
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bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih 

lanjut; 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan 

petunjuk atasan. 

 
 

BAB VI 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  

 
Pasal 41 

 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 

(1)  dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk. 

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada  pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) 

diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
 

BAB  VII 

TATA KERJA 
 

Pasal 42 
 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Camat, 
Sekretaris, Kepala Bidang, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub 
Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik 
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan 

organisasi di lingkungan Kecamatan serta instansi lain diluar 
Kecamatan  sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. 

(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undanga. 

(3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, 

mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
bimbingan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing 
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. 
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Pasal 43 
 

(1) Dalam hal Camat berhalangan, maka Sekretaris secara 
struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar 
urut kepangkatan dapat melaksanakan tugas-tugas Camat. 

(2) Apabila Lurah berhalangan, maka Sekretaris secara struktural 
atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urut 

kepangkatan dapat melaksanakan tugas Lurah. 

 

 
 

BAB VIII 

KEPEGAWAIAN  
 

Pasal 44 
 

(1) Camat adalah jabatan eselon III a atau jabatan administrator. 

(2) Sekretaris Kecamatan adalah jabatan eselon III b atau jabatan 
administrator. 

(3) Lurah dan kepala seksi  pada Kecamatan adalah jabatan  eselon 
IV a atau jabatan pengawas. 

(4) Kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan 
kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau 

jabatan pengawas. 
 

 

Pasal 45 
 

(3) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai 

Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan 

dan memenuhi persyaratan kepegawaian atas usul Sekretaris 

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

(4) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai 

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kepegawaian atas usul 

Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(5) Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, kepala sub bagian, 

dan kepala seksi diangkat  dan diberhentikan oleh Bupati dari 

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat 

melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 
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BAB IX 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 46 
 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Berau. 

 

 
BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 47 
 

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan 

perundang – undangan yang berkaitan dengan kelembagaan 

perangkat daerah, maka akan disesuaikan berdasarkan  peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. 

 

 
Pasal 48 

 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 

Berau Nomor  29  Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 

Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau (Berita Daerah 

Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

 

 
 

BAB XI 

 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal 49 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Berau. 
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NO NAMA JABATAN PARAF 

1. H. Agus Tantomo, S, Tek , M, Bus Wakil Bupati  

2. Drs. H. Jonie Marhansyah Sekretaris Daerah  

3. Drs. H. Anwar   Ass. Pemerintahan   

4. H. Zulkifli Azhari, SH Kabag Hk  & Per-UU  

5. Iwan Setiawan, SH Kasubbag Per-UU  

Ditetapkan di Tanjung Redeb 

pada tanggal,                          2016 
 

BUPATI BERAU, 
 

ttd 

 
H. MUHARRAM 

Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal,                            2016 
  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BERAU, 

 
              ttd 

                
H. JONIE MARHANSYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan 

Perundang-Undangan, 
 
 

H. ZULKIFLI AZHARI, SH 
Pembina  

NIP. 19700902 199603 1 001 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU 

NOMOR :                TAHUN 2016 

TANGGAL :                    2016 

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA KECAMATAN DAN 

KELURAHAN 

 

STRUKTUR KECAMATAN  KABUPATEN BERAU 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. H. Agus Tantomo, S, Tek , M, Bus Wakil Bupati  

2. Drs. H. Jonie Marhansyah Sekretaris Daerah  

3. Drs. H. Anwar   Ass. Pemerintahan   

4. H. Zulkifli Azhari, SH Kabag Hk  & Per-UU  

5. Iwan Setiawan, SH Kasubbag Per-UU  

Ditetapkan di Tanjung Redeb 

pada tanggal,                          2016 
 

BUPATI BERAU, 

 
ttd 

 
H. MUHARRAM 

Diundangkan di Tanjung Redeb 

pada tanggal,                            2016 
  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BERAU, 

 
              ttd 
                

H. JONIE MARHANSYAH 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR  
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan 

Perundang-Undangan, 
 
 

H. ZULKIFLI AZHARI, SH 
Pembina  

NIP. 19700902 199603 1 001 
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU 

NOMOR :                TAHUN 2016 

TANGGAL :                    2016 

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN 

TATA KERJA KECAMATAN DAN 

KELURAHAN 

 

 
STRUKTUR ORGANISASI  KELURAHAN KABUPATEN BERAU 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

NO NAMA JABATAN PARAF 

1. H. Agus Tantomo, S, Tek , M, Bus Wakil Bupati  

2. Drs. H. Jonie Marhansyah Sekretaris Daerah  

3. Drs. H. Anwar   Ass. Pemerintahan   

4. H. Zulkifli Azhari, SH Kabag Hk  & Per-UU  

5. Iwan Setiawan, SH Kasubbag Per-UU  

Ditetapkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal,                          2016 

 
BUPATI BERAU, 

 
ttd 

 

H. MUHARRAM 

Diundangkan di Tanjung Redeb 

pada tanggal,                            2016 
  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BERAU, 
 

              ttd 
                

H. JONIE MARHANSYAH 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR  

 
 

 
 

 
 
 

 

Salinan sesuai dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan 

Perundang-Undangan, 
 
 

H. ZULKIFLI AZHARI, SH 
Pembina  

NIP. 19700902 199603 1 001 
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